BUPATI BUTON

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTONM
NOMOR 9 TAHUN 200¢

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA ONE WAARA KECAMATAN LAKUDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

. a.bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaypemerintah, pembangun

dan pembinaan kemasyarakatan pada wilayah Desa aWparu diadaka
pemekaran dengan pembentukan Desa One Waara Kecala&udo

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakath huruf a,

perlu menetapin Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Onea
Kecamatan Lakudc

. Undang— Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang PembentukanaB— daerat

Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran Negara Republikddnesia Tahun 1959
Nomor 74, Tamkhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1§

. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan tuiPan.

Perundang— undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah0o4
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lesiarNomor 4389 );

. Undang— Undang Nomor 32 Taim 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemkt

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,bedran Lembaran Nege
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telaibati dengan Peratur
Pemerintah Pengganti Unda— Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentePerubahal
Atas Undang— Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahamab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noi®®, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yatah ditetapkan dengi
Undan-Undang Nomor 8 Tahun 2005 embaran Negara Republik Indone
Nomor 4548)

. Undang— Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan rfgsumantar:

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Repoatdbnesia Tahun 20C
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Irgdlariéomor4438) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentangditasi Kegiatan Instan

Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indsméahun 1988 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoBi&8)3

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahi000 tentang Kewenangan Pemerintah

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lemb&agara Republi
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaegjafd Republik Indones
Nomor 3952)

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentarga Peemlaran Negar:

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambaleanldaran Negara Repub
Indonesia Nomor 4587



